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RINGKASAN 

 

 Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah banyak sekali Kepala Daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia 

yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasus-

kasus korupsi.  

 Seiring dengan pemberlakuan pemberhentian sementara kepala daerah yang 

merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang 

pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya ternyata masih menyisakan polemik. 

Sehingga perlu adanya kajian yang cukup mendalam bagaimana lahirnya ketentuan 

tersebut, mengingat ternyata masih banyak pemberhentian sementara kepala daerah yang 

dilakukan oleh DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan 

komparasi dengan Undang-Undang sebelumnya. 

Berdasarkan uraian diatas batasan ruang lingkup yang akan dibahas, dikhususkan 

tentang studi komparasi pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, beserta 

pengaruh yang ditimbulkan bagi jalannya penyelengaraan pemerintahan. 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu 

pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan 

perundangan yang berlaku antara lain; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, buku-buku dan 

bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah, 

kemudian bahan-bahan ini dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan karya 

penulisan bersifat deskriptif kualitatif. 

Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : 

bagaimanakah tinjauan yuridis pemberhentian sementara kepala daerah menurut Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, serta 

Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberhentian sementara Kepala 

Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 



 xi

 Tujuan penulisan ini disamping untuk mengetahui mekanisme pemberhentian 

sementara kepala daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, juga untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh yang ditimbulkan terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah.. 

Dalam pembahasan disebutkan bahwa pemberhentian sementara kepala daerah 

berdasarkan  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku, walaupun terdapat pandangan bahwa telah bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 terutama menyangkut hak konstitusional seseorang.      
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SUMMARY 

 

Since the applying of the Law of No.32 year 2004 about Local 

Government, a lot of Regional Leader, in this case regent, in many parts of 

Indonesia region is laid-off with various cases, especially related to corruption 

cases. 

Altogether with the application of regional leader lay-off that represents 

completeness of previous law which arranges about governance of area, in its real 

application, there still leave polemics. Thus, it need a deeper discussion in the way 

creating the law considering there are many Regional Leader lay-off is done by  

DPRD contrasted to the applied law comparing with the previous one.  

Based on the explanations above, the scope of the discussed subject is 

especially emphasized on the comparative study about the Regional Leader 

concerning to Law no. 22 year 1999 and no. 32 year 2004, and the effect to 

governance. 

This thesis writing uses normative juridical approach; the approach of 

main problem by studying and observing the rule of the Law, for instance, the  

Law no. 22 year 1999 and no. 32 year 2004 about Local Governance, and the 

related references, then all the material will be analyzed quantitatively so that the 

result is qualitative-descriptive. 

Later from the settled background principles several problems; juridical 

observation about the Region Leader lay-off concerning to Law no. 22 year 1999 

and no. 32 year 2004, and the caused effects to the governance. 

The goal of the study is not only to understand the Region Leader lay-off 

mechanism, but also to know the caused effects to the governance. 

In this discussion, is mentioned that the Region Leader lay-off concerning 

to Law no. 22 year 1999 and no. 32 year 2004 is enrolled by the applied Law, 

even though there are views that it seems contrasted to UUD’45, especially in 

personal constitutional rights. 

 


